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ABSTRAK

DIAN SETYANINGRUM. Politik Hukum Perubahan Pengaturan
Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi
Terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Partisipasi Publik)

Penelitian ini  menganalisis politik hukum perubahan
pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang
merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011. Perubahan tersebut memperluas ruang partisipasi masyarakat
dengan mengakomodasi mekanisme daring atau luring, mewajibkan
akses terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang,
serta menegaskan kewajiban pembentuk undang-undang untuk
menginformasikan proses legislasi kepada publik. Namun, perubahan
ini juga dinilai oleh sebagian kalangan sebagai legitimasi terhadap
metode omnibus law yang sebelumnya diterapkan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum vyuridis normatif dengan pendekatan peraturan-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif
perubahan Pasal 96 mengarah pada penguatan prinsip meaningful
participation sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Akan tetapi,
dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan
implementasi, khususnya terkait kejelasan mekanisme e-participation
dan jaminan partisipasi yang substantif. Ketidakpatuhan terhadap
prinsip partisipasi publik berpotensi menimbulkan cacat formil dalam
pembentukan undang-undang yang dapat berimplikasi pada pengujian
formil di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, politik hukum
perubahan Pasal 96 seharusnya tidak semata-mata menjadi instrumen
formalitas prosedural, melainkan benar-benar memperkuat kualitas
demokrasi melalui partisipasi publik yang transparan, akuntabel, dan
bermakna.

Kata kunci: Politik Hukum; Partisipasi Publik; Pembentukan Undang-
Undang; Meaningful Participation; Omnibus Law



ABSTRACT

DIAN SETYANINGRUM. Legal Politics of Changes in Public
Participation Regulations in Drafting Laws (Study of Article 96 of Law
Number 13 of 2022 concerning Public Participation)

This study analyzes the legal policy of changes to the provisions
on public participation in the drafting of laws, as stipulated in Article 96
of Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation,
which is the second amendment to Law Number 12 of 2011. These
changes expand the scope for public participation by accommodating
online or offline mechanisms, mandating access to Academic Papers and
Draft Laws, and affirming the obligation of legislators to inform the
public about the legislative process. However, some view these changes
as legitimizing the omnibus law method previously implemented in Law
Number 11 of 2020. This study uses normative legal research methods
with both legislative and conceptual approaches. The results indicate
that, normatively, the amendments to Article 96 strengthen the principle
of meaningful participation as part of constitutional democracy.
However, in practice, there remains a gap between norms and
implementation, particularly regarding the clarity of e-participation
mechanisms and guarantees of substantive participation. Failure to
adhere to the principle of public participation has the potential to create
formal flaws in the formation of laws, which could lead to formal judicial
review at the Constitutional Court. Therefore, the legal policy of
amending Article 96 should not be merely a procedural formality, but
should truly strengthen the quality of democracy through transparent,
accountable, and meaningful public participation.

Keywords: Legal Politics; Public Participation; Law making; Meaningful
Participation; Omnibus Law
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan regulasi atau peraturan
perundang-undangan yang merupakan komponen mendasar dalam
struktur demokrasi yang sehat.! Keterlibatan publik dalam
pembuatan  peraturan  perundang-undangan tidak  hanya
mencerminkan asas transparansi serta akuntabilitas. Namun, juga
menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terkait hal tersebut, diatur dalam
Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengalami
modifikasi substantif dengan mengakomodasi mekanisme partisipasi
publik melalui platform digital.?

1 Siti Hidayati, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang
(Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)’, Jurnal Bina Mulia Hukum,
3.2 (2019), pp. 22441, doi:10.23920/jbmh.v3n2.18.

2 M Nurul Fajri, ‘Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of
Law In Indonesia’, Jurnal Konstitusi, 20.1 (2023), pp. 123-43, doi:10.31078/jk2017.



Tabel 1. 1
Perubahan Peraturan Partisipasi Masyarakat

UU No. 12 Tahun 2011

UU No. 13 Tahun 2022

1)

2)

3)

4)

Pasal 96
Masyarakat berhak
memberikan
masukan secara
lisan dan/atau
tertulis dalam
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan.

Masukan secara
lisan dan/atau

tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan

melalui:

a. rapat dengar

pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi;
dan/atau

d. seminar,
lokakarya,
dan/atau diskusi.

Masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1) adalah orang
perseorangan  atau
kelompok orang
yang  mempunyai
kepentingan atas
substansi
Rancangan
Peraturan
Perundang-
undangan.
Untuk memudahkan
masyarakat  dalam

memberikan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pasal 96
Masyarakat ~ berhak ~ memberikan
masukan secara lisan dan/ atau tertulis
dalam setiap tahapan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Pemberian masukan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara daring dan/atau luring.
Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan orang
perseorangan atau kelompok orang yang
terdampak langsung dan/atau
mempunyai kepentingan atas materi
muatan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.
Untuk memudahkan masyarakat dalam
memberikan masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah
Akademik dan/atau Rancangan
Peraturan Perundang-undangan, dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Dalam melaksanakan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pembentuk
Peraturan Perundang-undangan
menginformasikan kepada masyarakat
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Untuk memenuhi hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pembentuk
Peraturan Perundangundangan dapat
melakukan kegiatan konsultasi publik
melalui: a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja; c. seminar,
lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan
konsultasi publik lainnya.
Hasil kegiatan konsultasi  publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi bahan pertimbangan dalam
perencanaan, penyusunan, dan




masukan secara pembahasan  Rancangan  Peraturan
lisan dan/atau Perundang-undangan.

tertulis sebagaimana | 8) Pembentuk  Peraturan  Perundang-
dimaksud pada ayat undangan dapat menjelaskan kepada
(1), setiap masyarakat mengenai hasil pembahasan
Rancangan masukan  masyarakat  sebagaimana
Peraturan dimaksud pada ayat (1).

Perundang- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai
undangan harus partisipasi masyarakat sebagaimana
dapat diakses dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
dengan mudah oleh ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR,
masyarakat. Peraturan DPD, dan  Peraturan

Presiden.*

Sumber : diolah Penulis dari Peraturan Partisipasi
Masyarakat

Perubahan Undang-Undang terbaru ini justru dinilai
sebagai justifikasi metode omnibus law yang diterapkan pada UU
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, konsep
omnibus law dianggap tidak relevan dengan asas ketatanegaraan dan
konsep omnibus law tersebut tidak termuat dalam UU Nomor 12
Tahun 2011, sehingga dinilai cacat formil. Hal ini, menjadikan
keberadaan Undang-Undang terbaru tersebut, hanya berfungsi
sebagai instrumen untuk melaksanakan Omnibus Law, tanpa
memperhatikan prinsip penegakan hukum, termasuk keterlibatan

publik yang lebih bermakna, terarah, dan jelas.®

3 Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, Negara Republik
Indonesia, no. 523482 (2011), PP 1-51.

4 Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, Negara Republik
Indonesia, no. 144881 (2022), pp. 1-63.

5 Muhammad Yusuf, ‘Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja
Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Peraturan ini yang seharusnya untuk membuka kesempatan
bagi masyarakat dengan meningkatkannya keterlibatan publik yang
nyata atau meaningful participation, namun masih terdapat gap
antara regulasi dengan yang terjadi di lapangan dan terdapat
ambiguitas  pengaturan  e-participation yang menyebabkan
masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti cara untuk terlibat
dalam proses ini, atau terhalang oleh kurangnya informasi dan
pemahaman mengenai hak mereka untuk berpartisipasi.®

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk menganalisi
mengenai politik hukum perubahan pengaturan partisipasi publik
dalam penyusunan undang-undang, jangan sampai perubahan kedua
UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan hanya formalitas sebagai justifikasi metode
omnibus law yang diterapkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja. Selain itu, untuk memastikan ada proses
diskusi yang matang yang selaras dengan tujuan masyarakat dan
tidak bertentangan dengan konstitusionalitas, sehingga tidak
melakukan pengujian di Mahkamah Konstitutusi. Oleh sebab itu,
peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian skripsi yang
berjudul “Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik
Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal 96
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi
Masyarakat)”

Undangan’, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 2.2 (2022),
doi:10.14421/staatsrecht.v2i2.2813.

® Muhammad Machshush and others, ‘Integrating Electronic Participation in
the of Meaningful Participation Integrasi Electronic Participation Dalam Proses
Legislasi Sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation’, 2024.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum perubahan pengaturan partisipasi
publik dalam penyusunan undang-undang dalam pasal 96
Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022?

2. Bagaimana akibat hukum dari proses pembuatan undang-
undang yang tidak memenuhi prinsip partisipasi publik
sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis politik hukum perubahan pengaturan partisipasi
publik dalam penyusunan undang-undang dalam pasal 96
Undang-Undang nomor 13 tahun 2022.

2. Menganalisis akibat hukum dari proses pembuatan undang
undang yang tidak memenuhi prinsip partisipasi publik
sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  dapat  berkontribusi  terhadap
Pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam pengaturan
proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang
bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terkait
dinamika transformasi regulasi yang mengatur keterlibatan
masyarakat dalam proses perumusan undang-undang, terutama

dalam konteks perkembangan era digital.



Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam Pembentukan Hukum, khususnya lembaga legislatif dan
eksekutif dalam memahami dan menerapkan partisipasi publik
dalam proses penyusunan undang-undang. Hasil dari penelitian
ini diharapkan juga dapat berfungsi sebagai referensi yang
berharga bagi akademisi dan praktisi hukum dalam
menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan keterlibatan

masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Politik Hukum

Menurut Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di
Indonesia, politik hukum mengacu pada kebijakan hukum atau
lebih khusus lagi, perihal hukum resmi yang akan dilakukan,
bagaimana membuat undang-undang baru atau bahkan
bagaimana mengembangkan undang-undang yang sudah ada
sehingga mencapai tujuan nasional.” Namun, definisi politik
sendiri adalah dari Hans Kelsen terdapat dua penjelasan yaitu
Politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Orang-orang, atau
bahkan individu, menggunakan politik sebagai etik yang
menekankan pada nilai-nilai, tujuan moral, atau cita-cita yang
ingin dicapai oleh individu maupun masyarakat melalui aktivitas
politik. Dengan kata lain, politik dipahami sebagai upaya
mencapai kebaikan bersama atau kesempurnaan hidup manusia.

Di sisi lain, politik sebagai teknik yang berhubungan dengan cara,

2012).

7 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,



metode, atau strategi yang digunakan manusia atau individu
untuk mencapai tujuan tertentu.®

Hans Kelsen sebagai tokoh utama dalam pendidikan hukum,
positivisme dan idealisme juga menjelaskan hukum sebagai
berikut: 1) hukum adalah suatu sistem norma, 2) Hans Kelsen
juga memandang hukum sebagai sistem yang menjelaskan
perlunya sesuatu atau tindakan, yaitu apa yang seharusnya
dilakukan (das sollen), bukan sekadar apa yang terjadi (das
sein).?

Menurut Bagir Manan, ada 3 (tiga) landasan dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan
yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis.® Menurut
Jimly Asshiddigie ada 5 (lima) landasan penyusunan peraturan
perundang-undangan, yakni:*

a. Landasan filosofis
Undang-undang pada hakikatnya memuat kaidah-kaidah
hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat tertentu,
yang mana kaidah tersebut mengenai cara hidup
masyarakat bernegara yang hendak diarahkan.

b. Landasan Sosiologis
Setiap undang-undang yang dibuat harus memperhatikan

kebutuhan masyarakat umum dan sesuai dengan realitas

8 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, ed. by Siwi Purwandari, Cetakan 3;

(Nusa Media, 2022).

1992).

° Ibid him 165
10 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia (Ind-Hill,

11 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Cet.1 (Jakarta Konstitusi

Press 2006).



pemahaman masyarakat umum terhadap undang-undang
tersebut

Landasan Politis

Sebagai landasan kebijakan pokok atau landasan politik
hukum yang melandasi pembentukan undang-undang
yang bersangkutan, perlu pula digambarkan adanya danya
sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma
dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar
Tahun 1945.

Landasan Yuridis

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan utama dalam
pembentukan undang-undang. Menurut  Jimly
Asshiddigie, landasan ini wajib dicantumkan dalam
bagian menimbang (konsiderans) suatu undang-undang
dan berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan yang
dibentuk benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan
masalah hukum atau untuk menjelaskan kekosongan
hukum, dan memperhatikan undang-undang yang ada
yang akan dicabut atau dirujuk dengan cara lain.
Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan
masyarakat terhadap hukum dan nilai-nilainya.

Landasan Administratif

Landasan administratif berkaitan dengan aspek teknis dan
prosedural dalam pembentukan peraturan, seperti
kewenangan lembaga atau pejabat yang berwenang, serta
tata cara penyusunan yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.



Kekuatan lain yang turut serta berpengaruh pada produk
hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berkepentingan itu
sendiri. Penegakan hukum di Indonesia juga masih banyak
terpengaruh oleh intervensi politik. Rekayasa ini terjadi tidak
hanya dalam proses pembuatan produk hukum tetapi juga
dalam berbagai proses pelaksanaannya dalam organisasi
peradilan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa
faktor yang mempengaruhi sistem hukum yaitu pertama,
faktor hukum subtance, yang juga dikenal sebagai Undang-
Undang. Kedua, faktor yang berkontribusi terhadap
perkembangan hukum, yaitu Seseorang yang terlibat dalam
pembuatan dan penerapan hukum, yang terkait dengan
masalah kesehatan mental. Sarana atau sarana Yyang
menghalangi proses hukum dikenal sebagai faktor ketiga,
yaitu faktor masyarakat, atau lingkungan sosial tempat hukum
diterapkan atau ditegakkan, merupakan faktor yang
dipertimbangkan dalam kegiatan kependudukan. Kelima,
faktor budaya, seperti karya hasil, cipta, dan rasa, yang
didasarkan pada sifat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Mahfud MD menjelaskan bahwa ada dua ciri utama
sebuah produk hukum. Produk hukum responsif atau
populistik adalah jenis hukum yang menegakkan supremasi
hukum dan mengurangi harapan masyarakat. Dalam proses

pembuatannya, produk ini mendorong partisipasi dan

12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, 16th, 2019th edn (Rajawali Pres, 2019).
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keterlibatan secara besar-besaran dari individu dan kelompok
sosial dalam masyarakat, sehingga hasilnya responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.'

Karakteristik produk hukum responsif adalah keterlibatan
semua anggota masyarakat. Sebaliknya, hukum konservasi
adalah jenis hukum yang lebih mencerminkan visi sosial,
politik, dan pemerintahan, dengan prinsip instrumentalis
positivis di mana rakyat berfungsi sebagai alat untuk
melaksanakan kebijakan dan program nasional. Berbeda
dengan hukum yang bertanggung jawab, hukum konservasi
lebih memperhatikan kesejahteraan individu dan kelompok
dalam masyarakat, dengan tingkat partisipasi dan partisipasi
masyarakat umum yang relatif rendah dalam proses
penciptaan. Untuk menentukan apakah suatu produk hukum
tertentu termasuk dalam kategori bertanggung jawab atau
konservatif, indikator seperti proses penciptaan hukum, fungsi
hukum, dan kemungkinan sengketa hukum dapat digunakan.
Produk hukum responsif memiliki proses pembuatan yang
partisipatif, sedangkan produk hukum konservasi (ortodoks)
ditentukan oleh organisasi nasional, terutama yang
menegakkan hukum.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil  penelusuran literatur,
menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki

keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis

13 Opcit, him 6
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dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan

terhadap penelitian ini:

Tabel 1. 2 Penelitian Yang Relevan

No Judul Persamaan Perbedaan Pembaharuan
Penelitian

1. | Tesis Karya | Terdapat Pada Tesis | Skripsi yang akan
Muhammad persamaan  tesis | Muhammad Yusuf | saya buat fokus
Yusuf, S.H. | ini dengan skripsi | fokus pada politik | kajiannya  yang
(2023) yang | yang akan saya | hukum perbaikan | lebih spesifik dan
berjudul “Politik | buat yaitu | UU Cipta Kerja | kontekstual
Hukum keduanya secara umum | terhadap pasal 96
Perbaikan membahas melalui UU No. 13 | UU No. 13 Tahun
Undang-Undang | Undang-Undang | Tahun 2022, | 2022 tentang
Cipta Kerja | Nomor 13 Tahun | termasuk aspek | partisipasi publik
Melalui 2022 sebagai | filosofis,yuridis, dalam

Undang-Undang

Nomor 13
Tahun 2022
Tentang
Perubahan
Kedua Atas

Undang-Undang
Nomor 12
Tahun 2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang
Undangan.”4

perubahan kedua
terhadap UU No.
12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan
P3).
Keduanya
menggunakan
teori politik
hukum dalam
menganalisis latar
belakang dan
tujuan dari
perubahan
undang-undang
tersebut.

(Uu
Dan

dan

sosiologis. Dan

skripsi yang akan

saya

buat lebih

spesifik membahas
pengaturan

partisipasi

publik

dalam penyusunan

uu,

terutama

terkait Pasal 96 UU

No.
dan

13 Tahun 2022,
bagaimana

pasal itu relevan di
era digital.

transformasi
digital,  sesuatu
yang belum

banyak disentuh
dalam penelitian
terdahulu.

14 muhammad Yusuf, ‘Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja
Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan’.
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Skripsi dari
Nabila  Septia
Imani yang

berjudul “Politik
Hukum Undang-
Undang Nomor
13 Tahun 2022

Tentang
Perubahan
Kedua uu
Nomor 12
Tahun 2011
Perspektif

Maslahah™®

Terdapat
persamaan
dengan skripsi ini
yaitu kedua
penelitian
membahas UU
No. 13 Tahun
2022 sebagai
perubahan kedua
dari UU No. 12
Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
Undangan (UU
P3). Dan fokus

Terdapat Perbedaan
pada skripsi Nabila
menggunakan
analisis  normatif
berbasis konsep
hukum Islam
(maqgasid syart’ah
dan maslahah
mursalah)  untuk
menilai apakah
produk hukum itu
membawa
kemaslahatan atau
tidak. Penelitian ini
menjelaskan bahwa
perubahan UU P3
ini  mencerminkan

Skripsi yang saya
buat, fokus
kajiannya  yang
lebih spesifik dan
kontekstual
terhadap Pasal 96
UU No. 13 Tahun
2022,  terutama
dalam konteks era
digital dan
efektivitas
partisipasi publik
secara daring dan
/atau luring.
Berbeda dengan
skripsi
sebelumnya yang

pada Politik kemaslahatan bagi | lebih menekankan
Hukum masyarakat, penilaian terhadap
Keduanya sama- | terutama  melalui | substansi normatif
sama penguatan UU berdasarkan
menggunakan meaningful pendekatan
teori politik | participation yang | hukum Islam,
hukum untuk | dinilai telah | skripsi ini
mengkaji  arah, | mencapai  derajat | mengulas apakah
tujuan, dan | tertinggi dalam teori | mekanisme
dinamika partisipasi  warga. | partisipasi publik
perubahan Perspektif ini | yang diatur benar-
regulasi yang | didasarkan pada | benar menjamin
terjadi dalam | asumsi bahwa | keterlibatan
pembentukan hukum harus | masyarakat secara
peraturan membawa manfaat | substantif, atau
perundang- dan mendukung | justru hanya
undangan. prinsip-prinsip bersifat formalitas

keadilan sosial | belaka.

sesuai magqgasid al-

syart ‘ah.

Sedangkan

penelitian yang

15 Nabila Septia Imani, ‘Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Peraturan

Pembentukan

<https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>.

Perundang-Undangan

Perspektif Maslahah’,

2023
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akan saya Kkaji
memandang bahwa
meskipun  secara
normatif UU ini
mencantumkan
partisipasi
masyarakat, namun
dalam  praktiknya
masih terdapat
banyak kekosongan
dan ambiguitas,
terutama dalam
pelaksanaan
partisipasi  digital
(e-participation).

Mochamad Adli
Wafi,

Integrating
Electronic
Participation in
the Legislative
Process to
Optimize the
Fulfillment  of
Meaningful

Participation?®

Berbasis pada
norma Pasal 96
UU 13/2022
sebagai titik
sentral partisipasi
publik dalam
pembentukan
undang-undang.
Sama-sama
menekankan
perlunya
penguatan e-
participation agar
tidak berhenti
pada formalitas
tapi menjadi
bentuk partisipasi
aktif dan
deliberatif.

Fokus utama jurnal
ini adalah evaluasi
teknis terhadap e-
participation

terharap efektivitas
implementasi e-
participation secara
teknis dan yuridis.

Sementara itu,
skripsi ini lebih
menekankan pada
politik hukum
perubahan

pengaturan

partisipasi  publik
serta menyoroti
konsekuensi hukum
apabila prinsip

partisipasi tersebut
tidak dilaksanakan
secara substansial.

Penelitian skripsi
ini menghadirkan
kebaruan dengan
mempertemukan
politik hukum,
partisipasi digital,
dan akibat hukum

dalam satu
analisis yang
menyeluruh  dan
kontekstual
terhadap
perubahan Pasal
96 UU No. 13
Tahun 2022.
Fokus ini belum
secara khusus
dibahas dalam
jurnal  referensi
maupun penelitian
terdahulu.

16 Machshush and others, ‘Integrating Electronic Participation in the of
Meaningful Participation Integrasi Electronic Participation Dalam Proses Legislasi
Sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation’.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, yaitu menganalisis norma hukum yang ada, baik yang
tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis maupun
tidak tertulis. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau data
statistik, melainkan pada deskripsi yang mendalam, pemahaman
subjektif, dan analisis terhadap pengalaman, pandangan, atau
perspektif individu atau kelompok.’

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
peraturan-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan-
undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah
semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait
dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) sedangkan
pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat
dalam ilmu hukum.’® Pendekatan peraturan  perundang-
undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang
nomor 13 tahun 2022 beserta Undang-Undang sebelumnya dan
peraturan turunannya. Pendekatan yuridis normatif bertujuan
untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai aturan

hukum yang mengatur suatu situasi atau peristiwa, serta

17 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, Pertama (Mataram University
Press, 2020).
18 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum.
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bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan. Sehingga
pendekatan ini nantinya akan membantu peneliti dalam
mengembangkan penelitian mengenai akibat hukum akibat
hukum dari proses pembuatan undang-undang yang tidak
memenuhi prinsip partisipasi publik sebagaimana diatur dalam
pasal 96 undang-undang nomor 13 tahun 2022.
. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini,
sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVI111/2020
b. Bahan Hukum Sekunder, yang didalamnya berisi bahan-
bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi
buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian
hukum terdahulu, dan pustaka-pustaka lain yang

berhubungan dengan gaya penulisan.
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c. Bahan Hukum Tersier yang akan menjelaskan mengenai
bahan sumber data primer dan sekunder, yang didapatkan
dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta
Kamus Bahasa Inggris dan Penunjang lain yang berkaitan
dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

disebut studi pustaka, dan tujuannya adalah menganalisis

informasi, teori, serta konsep-konsep yang relevan dengan topik
yang diteliti. Studi pustaka yang dilakukan dengan mengkaji
berbagai sumber literatur yang berkaitan, seperti buku, jurnal,
artikel ilmiah, serta dokumen peraturan yang dapat memberikan
landasan teori yang kuat. Selain itu, studi pustaka juga berfungsi
untuk menelaah hasil penelitian terdahulu guna memperoleh
wawasan dan perspektif baru yang dapat memperkaya
pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Melalui
teknik ini, peneliti dapat menyusun kerangka teori yang menjadi
dasar dalam menganalisis fenomena yang terjadi, sekaligus
menemukan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang
perlu dijawab dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses atau metode mengubah data menjadi

informasi  sehingga karakteristiknya dapat dipahami dan

digunakan untuk memecahkan masalah, terutama yang terkait
dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode
preskriptif, yaitu memberikan argumen berdasarkan temuan

penelitian. Tujuan argumentasi adalah memberikan deskripsi
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atau analisis tentang sesuatu yang benar atau signifikan atau yang

harus sesuai dengan hukum (norma hukum, asas dan prinsip

hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum yang diteliti).*

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di

mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar

penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk

dari sistematika penulisannya:

BAB | Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teoritis, berisi teori Politik Hukum,
BAB 111 Hasil Penelitian, berisi hasil penelitian tentang
Politik Hukum Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik
Dalam Penyusunan Undang-Undang (Studi Terhadap Pasal
96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Partisipasi Masyarakat)

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis
hasil penelitian tentang Akibat Hukum dari Proses
Pembuatan Undang-Undang yang Tidak Memenuhi Prinsip
Partisipasi Publik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 96
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, Politik Politik Hukum
Perubahan Pengaturan Partisipasi Publik dalam Penyusunan
Undang-Undang dalam pasal 96 Undang-Undang nomor 13
tahun 2022 secara normatif diarahkan untuk memperkuat tujuan
politik hukum nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum
melalui pembentukan undang-undang yang demokratis dan
terbuka. Namun, dalam penegakan hukumnya masih terdapat
kesenjangan antara norma dan praktik, ditandai dengan belum
inklusifnya hak untuk didengar, lemahnya kewajiban
mempertimbangkan masukan masyarakat, serta minimnya
penjelasan atas tindak lanjut aspirasi publik. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tujuan politik hukum untuk mewujudkan
partisipasi bermakna dan kesejahteraan umum belum
sepenuhnya tercapai, sehingga implementasi Pasal 96 masih
perlu diperkuat agar partisipasi publik tidak berhenti pada
formalitas prosedural. Selain itu, konfigurasi politik hukum yang
melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini cenderung
bercorak otoriter, tercermin dari pembatasan subjek partisipasi
dan orientasi regulasi yang lebih menjustifikasi kepentingan
politik tertentu, seperti penguatan metode omnibus law,
dibandingkan mendorong partisipasi publik yang bermakna.
Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks atau
konservatif dan belum sepenuhnya responsif terhadap aspirasi

masyarakat luas, sehingga tujuan politik hukum untuk
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mewujudkan partisipasi bermakna dan kesejahteraan umum
belum tercapai secara optimal.

Akibat Hukum dari Proses Pembuatan Undang-Undang
yang Tidak Memenuhi Prinsip Partisipasi Publik Sebagaimana
Diatur Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Ketiadaan partisipasi masyarakat menyebabkan undang-undang
tidak memberikan keadilan, karena aspirasi publik tidak terserap
secara substansial sehingga produk hukum yang dihasilkan
cenderung elitis dan mengabaikan hak konstitusional warga
negara. Selain itu, minimnya keterlibatan publik juga berdampak
pada tidak tercapainya kepastian hukum, yang ditandai dengan
proses legislasi yang tidak transparan, lahirnya norma-norma
yang ambigu, serta meningkatnya potensi pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil maupun
materiel. Lebih jauh, undang-undang yang disusun tanpa
partisipasi bermakna juga gagal mewujudkan kemanfaatan,
karena regulasi yang dihasilkan tidak responsif terhadap
kebutuhan riil masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian
sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi publik harus
dipahami sebagai unsur fundamental dalam pembentukan
undang-undang agar produk legislasi yang dihasilkan benar-
benar adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat sesuai
dengan prinsip negara hukum demokratis.

B. Saran
1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang, khususnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, untuk

tidak lagi menempatkan partisipasi publik sebatas
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pemenuhan formalitas prosedural dalam pembentukan
undang-undang. Dan secara konsisten mengedepankan
prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful
participation) dalam setiap tahapan pembentukan undang-
undang. Praktik legislasi yang minim Kketerlibatan
masyarakat secara substansial telah terbukti melahirkan
produk hukum yang elitis, ortodoks, dan kurang responsif
terhadap kebutuhan serta hak konstitusional warga negara.
Pemerintah  juga disarankan untuk  meningkatkan
transparansi proses legislasi dengan membuka akses yang
luas terhadap seluruh dokumen pembentukan undang-
undang, tidak hanya naskah akademik dan rancangan
undang-undang, tetapi juga risalah rapat dan perubahan
substansi yang terjadi selama proses pembahasan.

Di sisi lain, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi, dan komunitas adat disarankan untuk
memperkuat peran pengawasan kebijakan  dengan
memanfaatkan secara optimal ruang partisipasi yang
tersedia, baik melalui forum konsultasi publik, diskusi
kebijakan, maupun mekanisme pengujian undang-undang ke
Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan aktif ini perlu diarahkan
pada pengawalan substansi kebijakan agar tetap selaras
dengan kepentingan publik, perlindungan hak konstitusional
warga negara, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan dalam negara hukum demokratis.
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